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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu 
diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4801); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5009); 
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6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD. 

3. Kepala daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota. 

4. Wakil kepala daerah adalah wakil gubernur, wakil bupati, 
atau wakil walikota. 

5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 
kabupaten, atau anggota DPRD kota. 

6. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma 
yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama 
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menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

8. Hari adalah hari kerja. 

 

 

BAB II 
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG  

 

Bagian Kesatu 
Fungsi 

 

Pasal 2 

(1) DPRD mempunyai fungsi: 

a. legislasi; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      
huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah 
bersama kepala daerah. 

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
bersama kepala daerah. 

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan 
peraturan daerah dan APBD. 

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang 
 

Pasal 3 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; 

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan 
peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala 
daerah;  

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
daerah dan APBD;  

d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada 
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi 
dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi 
DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan dan/atau pemberhentian;  

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan 
jabatan wakil kepala daerah;  

f.  memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;  

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;  

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala 
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;    

i.  memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah; 

j.  mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
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